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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Menimbang :

Mengingat :

4 b

RUANG KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI SUMBAWA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang di
Kabupaten Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumbawa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa,;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tenfang

Pembentukan Daerah—daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara' Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); V
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaen Sumawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupatenn Sumbawa Nomor 641);

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

(R

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

pemerintahan daerah.

-Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Sumbawa.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Sumbawa.

. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

- Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap

orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang
bertugaks melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik.
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9. Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan/atau
instansi pemerintah.

: BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan publik pada Dinas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya
kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas.

(1)

(2)

(3)

BAB Il
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Komponen Standar Pelayanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian,

terdiri dari:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery);

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing);

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) meliputi:

a. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif;

b. sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagt pemberi dan penerima pelayanan;

c. jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

d. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; -

e. produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan

f. penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

a. dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan;

b. sarana dan prasarana dan/atau fasilitas adalah adalah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;



c. kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman;

d. pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau
atasan langsung pelaksana;

e. jumlah pelaksana adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban
kerja. informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang
melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

f. jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;

g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko,
dan keragu-raguan; dan

h.evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

(4) Komponen dan uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), untuk masing-masing jenis Standar Pelayanan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencrapan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan ini.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan, dibentuk tim teknis
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BABV
PENGADUAN

Pasal 6

(1) Penerima Layanan berhak menyampaikan pengaduan penyelenggara
layanan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan
Standar Pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Kepala Dinas.y
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2014 Nomor 50}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Oktober 2017

- BUBATI SUMBAWA, |/

Y Lv M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal $ Oktober 20v7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
RASM‘/

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 89




